
JAKARTA (IM) – Men-
teri Perdagangan RI Zulkifl i 
Hasan (Zulhas) melakukan 
pertemuan bilateral dengan 
Menteri Perdagangan Ni-
geria Doris Uzoka-Anite. 
Pertemuam dilakukan di sela-
sela pertemuan para menteri 
perdagangan dan investasi 
negara OKI di Turki.

Sejumlah isu penting 
mengenai perdagangan kedua 
negara dibahas di antaranya 
perkembangan pertumbuhan 
ekonomi hingga potensi pen-
guatan kerjasama perdagan-
gan antar kedua negara.

Jika dilihat angka tren 
perdagangan antar kedua 
negara sepanjang lima tahun 
terakhir (2019-2023) cend-
erung menunjukan hasil yang 
cukup baik, meskipun belum 
maksimal. Secara angka perda-
gangan kedua negara tersebut 
mengalami pertumbuhan 30% 
dengan nilai total perdagangan 
mencapai USD4,4 miliar.

“Pertumbuhan perdagan-
gan bilateral meningkat 30% 
namun masih dapat diting-
katkan karena Nigeria adalah 
negara terbesar di kawasan 
dengan sumber daya alam 
yang kaya,” kata Zulhas dalam 
pertemuan bilateral di Turki, 
Selasa (11/6).

Oleh karena itu, Zulhas 
mengatakan bahwa hubungan 
kerja sama antara Indonesia 
dengan Nigeria bisa terus 
ditingkatkan. Langkah ini 
dinilainya penting agar kedua 
negara bisa merasakan keun-
tungan yang sama. Apalagi 
presiden Indonesia terpilih 
Prabowo Subianto juga mene-
tapkan target pertumbuhan 
ekonomi 7-8%.

“Indonesia berharap PTA 
(Preferential Trade Agree-
ment) bilateral dengan Nigeria 
dapat segera direalisasikan di 
mana Indonesia sudah me-
miliki banyak pengalaman 
perjanjian dagang dengan 
sejumlah negara di kawasan 
lainnya. Sehingga dengan PTA 
kita berharap bisa mengak-
selerasi perdagangan kedua 
negara. Jika nantinya berjalan 

dengan baik kerja sama ini 
dapat ditingkatkan,” tuturnya.

“Indonesia dan Nigeria 
merupakan kekuatan eko-
nomi utama di kawasan ma-
sing-masing. Nigeria sebagai 
kekuatan ekonomi di benua 
Afrika, Indonesia sebagai 
ekonomi utama di Asia Teng-
gara,” sambungnya.

Dia  menyebutkan per-
temuan tersebut juga men-
dorong agar perjanjian kerja 
sama antar kedua negara 
tersebut terus ditingkatkan. 
Sebab Indonesia memiliki 
sejumlah komoditas potensial 
untuk diekspor.

“Banyaknya  potens i 
ekspor Indonesia yang di-
perlukan oleh Nigeria sep-
erti minyak kelapa sawit, suku 
cadang kendaraan bermotor, 
produk kayu dan produk ke-
cantikan / kosmetik. Selain 
itu, Indonesia juga membu-
tuhkan produk Nigeria seperti 
biji coklat, produk pertanian, 
emas, dan produk logam 
seperti aluminium,” jelasnya.

Zulhas juga mengabarkan 
bahwa pertemuan tersebut 
disambut positif  pemerin-
tah Nigeria. Apalagi banyak 
perusahaan Indonesia yang 
saat ini telah menanamkan 
investasinya di Nigeria.

“Nigeria menyambut baik 
pertemuan ini. Indofood dan 
Kalbe Farma sudah hadir di 
Nigeria. Indofood salah satu 
eksportir terbesar Nigeria dan 
KADIN juga sangat aktif  
promosi perusahaan Indo-
nesia di Nigeria. Jumlah pen-
duduk Nigeria yang mencapai 
250juta jiwa mirip dengan 
Indonesia memiliki potensi 
bagi ekspor kendaraan ber-
motor Indonesia. Nigeria 
punya beberapa produk yang 
bisa dieksplorasi,” ungkapnya.

Terakhir, melihat potensi 
yang besar dari Nigeria yang 
kaya sumber daya alam, dan 
siap mengundang investor dari 
In donesia, maka Zulhas akan 
mengajak KADIN dan peng-
usaha Indonesia untuk melaku-
kan misi dagangan dan business 
matching di Nigeria. ● dot

RI-Nigeria Bahas Potensi
Peningkatan Perdagangan

dari Januari-Mei, realisasinya 
mencapai Rp988,461 miliar.

Total alokasi anggaran 
pembebasan lahan PSN yang 
dibiayai LMAN dari 2016 
mencapai Rp159,890 triliun. 
Sampai saat ini yang sudah 
direalisasikan untuk pem-
bayaran ganti rugi mencapai 
Rp130,008 triliun.

Rinciannya terbesar untuk 
sektor jalan tol, di mana dari 
alokasi Rp131,816 triliun sudah 
terealisasi Rp108,663 triliun. 
Disusul sektor bendungan den-
gan realisasi Rp14,013 triliun 
dari alokasi Rp16,260 triliun.

“Kemudian irigasi dari 
Rp831 miliar sudah tersalur 
Rp636 miliar, air baku Rp242 
miliar sudah tersalur Rp100 
miliar, jalur kereta api dari 
Rp5 triliun sudah tersalur 
Rp3,2 triliun, pelabuhan 
Patimban tersalur Rp800 
miliar, kemudian Mandalika 
kita dimintakan sebagian kecil 
untuk membebaskan dengan 
anggaran Rp85 miliar dan 
sudah tersalur sepenuhnya,”  
kata Basuki. ● dro

JAKARTA (IM) - Lem-
baga Manajemen Aset Neg-
ara (LMAN) Kementerian 
Keuangan telah menggelon-
torkan Rp2,415 triliun untuk 
pembebasan lahan di Ibu 
Kota Nusantara (IKN), Ka-
limantan Timur. Realisasi itu 
merupakan akumulasi sejak 
dimulainya penyaluran pada 
pertengahan 2023 sampai 31 
Mei 2024.

Direktur Utama LMAN 
Basuki Purwadi mengatakan 
alokasi anggaran untuk pem-
bebasan lahan di IKN men-
capai Rp3,949 triliun. Artinya 
masih terdapat sisa anggaran 
Rp1,534 triliun.

“Terkait IKN baru kita 
mulai penyalurannya perten-
gahan 2023. Dari alokasi 
Rp3,9 triliun, sudah terealisasi 
Rp2,4 triliun,” kata Basuki 
dalam rapat dengar pendapat 
dengan Komisi XI DPR RI, 
Selasa (11/6).

Anggaran tersebut untuk 
mendanai pengadaan lahan 
10 Proyek Strategis Nasional 
(PSN) di IKN. Khusus 2024 

LMAN Habiskan Rp2,41 T
untuk Bebaskan Lahan IKN

Bappenas dan Pertamina Dukung
Kebijakan Energi Keberlanjutan

iatan ESG (Environment, So-
cial, Governance) dan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs), diseminasi kebijakan 
dan pertukaran informasi 
terkait sektor energi untuk 
mendukung transformasi 
Indonesia.

Guna meningkatkan 
efi siensi dan inovasi berkelan-
jutan, kerja sama juga meling-
kupi pemanfaatan teknologi 
dan peningkatan kualitas sum-
ber daya manusia (SDM) di 
bidang energi.

“Jadi beberapa tujuan 
sesuai dengan SDGS nya 
harus kita capai. Tadi telah 
ditandatangani PKS untuk 
mengembangkan SDM-SDM 
yang unggul untuk menjalank-
an semua bisnis kedepan yang 
lebih sustainable dan bisa 
menghasilkan ekonomi hijau. 
Transisi energi bagi Indonesia 
bukan hanya sekedar mengu-
rangi karbon emisi, namun 
harus mampu meningkatkan 
PDB dan menyerap sebanyak 
mungkin tenaga kerja,” jelas 
Nicke.

Di sisi lain, Vice President 
Corporate Communication 
Pertamina Fadjar Djoko San-
toso menambahkan kolaborasi 
antara Bappenas dan Pertam-
ina akan menjadi bagian dari 
pemanfaatan Nusantara Sus-
tainability Hub di Ibu Kota 
Nusantara (IKN), yang pada 
pekan lalu telah dimulai pem-
bangunannya dengan pele-
takan batu pertama oleh Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Nusantara 
Sustainability Hub akan men-
jadi pusat inovasi yang men-
dukung pemanfaatan sumber 
daya energi secara berkelan-
jutan. Adapun kehadirannya 
didukung oleh Pertamina 
Sustainability Expert sebagai 
brainware, berupa kumpu-
lan ahli dari Pertamina dan 
perguruan tinggi termasuk 
Universitas Pertamina dalam 
bidang keberlanjutan. “Kerja 
sama Pertamina dan Bappe-
nas diharapkan akan makin 
memperkuat Nusantara Sus-
tainability Hub menjadi katal-
isator dalam prinsip ESG dan 
SGDs,” jelas Fadjar. ● pan

JAKARTA (IM) - PT 
Pertamina (Persero) bersama 
Badan Perencanaan Pemban-
gunan Nasional (Bappenas) 
bekerja sama mendukung 
pengembangan kebijakan 
energi berkelanjutan. Ada-
pun penandatanganan kerja 
sama dilakukan oleh Menteri 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappe-
nas Suharso Monoarfa dan 
Direktur Utama Pertamina 
Nicke Widyawati, di Gedung 
Bappenas, Jakarta pada Senin 
(10/6).

Suharso menegaskan 
sinergi bersama Pertamina 
ini menunjukkan komitmen 
pemerintah dalam mengha-
dapi krisis iklim global. Dia 
meyakini, kerja sama yang 
terjalin mampu mengaksel-
erasi transisi energi, sekaligus 
menjaga ketahanan energi 
nasional. Hal ini dilakukan 
untuk mencapai target Indo-
nesia Emas 2045.

“Kami punya kolaborasi 
dengan praktik baik di lapan-
gan yang dilaksanakan oleh 
Pertamina. Kita ingin juga 
menurunkan emisi gas rumah 
dan mencapai net zero emis-
sion. Tapi di saat yang sama 
kita juga memerlukan energi 
kebutuhan energi yang naik 
4-5 kali lipat dengan energi 
yang environmental friendly. 
Pada saat yang sama juga 
mendorong industri petro-
chemical yang kompleks di 
Indonesia oleh karena itu 
kami berharap kerja sama ini 
benar-benar dapat digulirkan 
terus sampai kita menjemput 
indonesia emas 2045,” ujarnya 
dalam keterangan tertulis, 
Selasa (11/6).

Sementara itu, Nicke 
Widyawati menyatakan kerja 
sama ini menjadi bukti ke-
seriusan Pertamina untuk 
mencapai kemandirian energi 
nasional, termasuk peman-
faatan energi rendah karbon 
sekaligus menyelaraskan den-
gan langkah pemerintah.

“Pertamina sebagai badan 
usaha harus menyelaraskan 
langkah dengan Pemerintah 
mengingat peran utama dalam 
menjaga keamanan energi, 
keterjangkauan energi, dan 
keberlanjutan lingkungan. 
Sekaligus terus mendorong 
program penurunan karbon 
emisi,” tegas Nicke.

Dia menjelaskan sinergi 
antara Bappenas dan Pertam-
ina mencakup kajian bersama 
dan pengembangan roadmap 
kebijakan energi atas ketah-
anan energi nasional, hilirisasi 
minyak dan gas bumi, dan 
pemanfaatan energi transisi. 
Selain itu, pelaksanaan keg-
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DJBC Kemenkeu Paparkan Sejumlah 
Kebijakan dan Program Kerja 2025

JAKARTA (IM) - Direk-
torat Jenderal Bea dan Cu-
kai Kementerian Keuangan 
(DJBC Kemenkeu) memapar-
kan sejumlah kebijakan pada 
2025, termasuk pengelo-
laan fiskal yang sehat dan 
berkelanjutan, salah satunya 
dengan mengoptimalkan ka-
wasan khusus untuk mendu-
kung pertumbuhan wilayah 
dan pemerataan ekonomi.

Dalam rapat kerja dengan 
Komisi XI DPR RI yang dii-
kuti secara daring dari Jakarta, 
Selasa (11/6), Dirjen Bea dan 

Cukai Kemenkeu Askolani 
menyampaikan bahwa ke-
bijakan pengelolaan fiskal 
yang sehat dan berkelanju-
tan juga diupayakan dengan 
penguatan, harmonisasi, dan 
sinkronisasi fasilitas fiskal 
kepabeanan dan cukai.

Dikutip dari Antara, pi-
haknya juga berencana  mem-
berikan insentif  fi skal untuk 
mendorong produktivitas 
ekonomi melalui pemberday-
aan UMKM dan peningkatan 
TKDN, pemberian fasilitas 
fi skal untuk pengembangan 

“Kami sampaikan untuk (kebijakan) bea 
dan cukai pada 2025 yakni pe nge lolaan 
fi skal yang sehat dan ber ke lanjut an, 
perlindungan kepada masyarakat dan 
dukungan terhadap per ekonomian 
yang efektif dan kontributif, peneri-
maan negara yang optimal, serta bi-
rokrasi dan layanan publik yang agile, 
efektif, dan efi sien,” kata Askolani.

RAKER KEMENTERIAN 
INVESTASI/BKPM

DENGAN KOMISI VI DPR
Menteri Investasi/Kepala 
Badan Koordinasi Pena-
naman Modal (BKPM) 
Bahlil Lahadalia (kiri) 
mengikuti rapat kerja 
bersama Komisi VI DPR di 
kompleks Parlemen, Ja-
karta, Selasa (11/6). Raker 
tersebut membahas Ren-
cana Kerja dan Anggaran 
(RKA) dan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) tahun 
anggaran 2025 serta eval-
uasi pelaksanaan angga-
ran tahun anggaran 2023 
dan realisasi anggaran 
semester I tahun 2024.

ern, dinamis, dan lincah, 
serta mengoptimalkan pe-
manfaatan aset.

Dalam kesempatan 
tersebut, Askolani juga 
menyampaikan pagu in-
dikatif  DJBC Kemenkeu 
TA 2025 adalah sejum-
lah Rp3.518.950.907.000, 
yang dibagi sebesar 73,16 
persen (Rp2,574 triliun) 
untuk program dukungan 
manajemen, 26,36 persen 
(Rp927,629 miliar) un-
tuk program penerimaan 
negara, dan 0,48 persen 
(Rp16,913 miliar) untuk 
program kebijakan fi skal.

“Kami menjalankan 
tiga program utama dari 
lima program di Kemen-
keu, yaitu kebijakan fis-
kal, pengelolaan penerima 
negara, dan dukungan 
manajemen dengan pagu 
yang diberikan pada 2025 
sebanyak Rp3,518 triliun,” 
ujarnya. ● hen

tributif, ia menuturkan bahwa 
pihaknya akan memperkuat 
pengawasan barang, men-
dorong terciptanya kepas-
tian pelayanan logistik, serta 
mengembangkan pelayanan 
dan pengawasan perbatasan.

Sementara itu, untuk 
mewujudkan kebijakan peneri-
maan negara yang optimal, 
DJBC Kemenkeu berupaya 
untuk melakukan intensifi kasi 
cukai, ekstensifikasi barang 
kena cukai baru, menyeder-
hanakan proses bisnis cu-
kai, menguatkan pelayanan, 
pemeriksaan, dan pengawasan, 
serta mengembangkan sistem 
klasifi kasi barang yang adaptif.

Kemudian, kebijakan bi-
rokrasi dan layanan publik 
yang agile, efektif, dan efi sien 
berusaha dicapai dengan men-
dorong reformasi kepabeanan 
dan cukai yang berkelanjutan, 
meningkatkan kualitas dan 
well-being pegawai, mengem-
bangkan organisasi yang mod-

IKN, daerah mitra, ekonomi 
hijau, dan hilirisasi industri, 
serta meningkatkan efek-
tivitas diplomasi ekonomi 
dan kerja sama kepabeanan 
internasional.

Ia menyatakan bahwa 
tidak hanya kebijakan pen-
gelolaan fiskal yang sehat 
dan berkelanjutan, DJBC 
Kemenkeu juga memiliki tiga 
kebijakan lainnya. “Kami 
sampaikan untuk (kebijakan) 
bea dan cukai pada 2025 yakni 
pengelolaan fi skal yang sehat 
dan berkelanjutan, perlindun-
gan kepada masyarakat dan 
dukungan terhadap pereko-
nomian yang efektif  dan kon-
tributif, penerimaan negara 
yang optimal, serta birokrasi 
dan layanan publik yang ag-
ile, efektif, dan efi sien,” kata 
Askolani.

Terkait kebijakan perlind-
ungan kepada masyarakat dan 
dukungan terhadap pereko-
nomian yang efektif  dan kon-

Insentif Baru ESDM Diklaim 
Dapat Tingkatkan Produksi Migas

SURABAYA (IM) - PT 
Pertamina EP menilai, in-
sentif  dan kebijakan baru 
dari Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) dapat meningkat-
kan produksi minyak dan gas 
bumi (migas).

“Insentif  itu terutama 
akan menarik orang, khusus-
nya dari kontraktor, untuk 
investasi atau menambah 
jumlah pengeborannya untuk 
meningkatkan produksinya,” 
ujar VP SCM Regional Jawa 
PT Pertamina EP Bayu Ku-
suma Tri Aryanto di Surabaya, 
Jawa Timur, seperti dikutip 
dari Antara, Selasa (11/6).

Dari sisi perencanaan 
strategis maupun tim op-
erasional, kata Bayu, harus 
mempersiapkan bagaimana 
cara mendukung percepa-
tan pengeboran. Dukungan 
tersebut meliputi kesiapan 
pengeborannya dan kesiapan 
fasilitas produksi lainnya. 
“Yang perlu kami (supply 
chain management/SCM) an-
tisipasi adalah apa saja upaya 
untuk mengakselerasinya,” 
kata Bayu.

di luar blok yang diker-
jakan.

“Selain itu, perpan-
jangan jangka waktu 
eksplorasi menjadi 10 ta-
hun dan ada tambahan 
waktu eksplorasi lebih dari 
10 tahun. Jika kebijakan ini 
tidak ada, maka discovery 
gas North Ganal, mungkin 
tidak terjadi,” jelas Ariana 
Soemanto.

Ketiga adalah kebi-
jakan insentif  hulu migas 
melalui Kepmen ESDM 
Nomor 199 Tahun 2021. 
Kebijakan tersebut adalah 
untuk memperbaiki keeko-
nomian kontraktor di ten-
gah jalan, melalui perbai-
kan split kontraktor, in-
vestment credit, perhitun-
gan depresiasi dipercepat, 
dan perbaikan parameter, 
yang memengaruhi keeko-
nomian lainnya.

Ariana menambahkan 
untuk kebijakan atau in-
sentif  yang sedang difi nal-
isasi yaitu kebijakan kon-
trak bagi hasil gross split 
baru melalui peraturan 
Menteri ESDM. ● hen

Dia pun berharap melalui 
Oil & Gas Supply Chain Man-
agement Summit 2024 (IOG 
SCM Summit 2024), dapat 
terjadi pertukaran pendapat 
dan pengalaman praktek ter-
kait akselerasi tersebut.

Sebelumnya, Direktur 
Pembinaan Usaha Hulu Migas 
Ditjen Migas Kementerian 
ESDM Ariana Soemanto 
menyebutkan sektor hulu 
minyak dan gas bumi bakal 
lebih bergairah dengan insen-
tif  dan kebijakan baru yang 
dikeluarkan.

Pertama, kebijakan per-
baikan ketentuan lelang dan 
kontrak blok migas. “Ini 
mencakup antara lain split 
kontraktor bisa mencapai 
50 persen, signature bonus 
minimum, lelang penawaran 
langsung blok migas tanpa 
joint study, bank garansi lebih 
murah, dan jenis kontrak 
bisa gross split maupun cost 
recovery,” ujar Ariana.

Kebijakan kedua adalah 
privilege eksplorasi, antara 
lain kontraktor dapat memin-
dahkan komitmen kegiatan 
eksplorasi ke wilayah terbuka 
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PERESMIAN RICE MILLING AB2TI
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kanan) didampingi Kepala 
Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (tengah) melihat 
beras hasil penggilingan usai peresmian Rice milling milik Asosiasi Bank 
Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di desa Kalensari, Widasari, 
Indramayu, Jawa Barat, Selasa (11/6). Menkop berharap penggilingan 
padi tersebut bisa memberikan kesejahteraan bagi petani setempat.


